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PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 

TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 

ABSTRAK - Pembangunan perekonomian di daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap 

pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Salatiga dibutuhkan penataan dan 

perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan 

toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. dengan 

adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan regulasi, maka Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu  disesuaikan. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 

Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 11 Tahun 2023, Perda No. 3 Tahun 2015 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Diatur tentang perubahan dan penghapusan beberapa ketentuan 

pasal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Perizinan yang wajib dimiliki para 

pelaku usaha serta Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasannya. 

 

CATATAN       - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2023. 

- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1(satu) 

tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan: 1 halaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


